
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun I 950 tentang 
Pcmbentukan Daerah-daerah Kota Besar dalarn Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 
Daerah Istimewa .Jogjakarta, sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1954 tcntang 
Peru bahan Undang-Undang Nornor I 6 dan 17 Tahun 1950 
tent.ang Pernbentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil 
di Djawa [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nornor 40, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 551); 

Mengingat: 

Menimbang: a. bahwa agar perencanaan dan pelaksariaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kora Pekalongan Tahun 
Anggaran 2018 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna 
dan berhasil guna, telah ditctapkan Peraturan Walikota 
Nomor 36 Tahun 201 7 ten tang Standarisasi Biaya Kegiatan 
dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi 
Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pcrnerintah Kota 
Pekalonzan Tahun 20 l 8: 

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan yang 
berdarnpak pada perubahan Standar Biaya, maka Peraturan 
Walikota dirnak sud perlu disesuaikan: 

c. bahwa bcrdasarkan pcrumbangan sebagaimana dirnaksud 
dalarn huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 
36 Tahun 2017 ten tang Standarisasi Biaya Kegiatan dan 
Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga 
Pengadaan Barang/ .Jasa Kebutuhan Pcrnerintah Kota 
Pekalongan Tahun 2018; 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

NOMOR 25 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 36 TAHUN 
2017 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA 
PE:MELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADMN BARANG/ JASA 

KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 

PROVINS! ,JAWA TENGAH 

WALIKOTA PEKALONGAN 



Beberapa ketenruan dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang 
Standarisasi Biaya Kegiatan clan Honorarium, Biaya Pcrneliharaan dan 
Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota 
Pekalongan Tahun 2018 diubah sebagai berikut: 
l. Ketentuan mcngenai: 

a. Penjelasan Perjalanan Dinas: 
b. Biaya Penyelenggaraan Kursus/Penataran/Diklat/Bintek (Kode Kcgiatan 

05.01.05.06); 
c. Honor Pcngurus Barang dart Pembantu Pengurus Barang Pengguna [Kodc 

Kegiatan 05.02.01.13); 
d. Honorarium Tim Penghapusarr/Penilai Barang (Kodc Kegiatan 

05.02.05.29); 
Diubah menjadi sebagaimana tercanturn dalam Larnpiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal I 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG 
STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAVA 
PEMELIHARAAN, DAN STANDARISASl HARGA PENGADAAN 
BARANG/ ,JASA KEBUTUHAN PEMER!NTAH KOTA 
PEKALONGAX TAHUN 2018. 

Mcnetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Memperhaukan: 1. Peraturan Menteri Dalarn Negcri Nomor 19 Tahun 2016 
tcntang Pedornan Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

2. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tcntang 
Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya 
Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ 
Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018; 

5. Pcraturan Pernerintah Nomor 27 Tah un 2014 ten tang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92); 

4. Peraturan Perneriruah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Pcrubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan dan 
Kabupatcn Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3381); 

3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang 
Nornor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Dacrah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 



M. SAELANY MACHFUDZ 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal 2 April 2018 

Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraruran 
Walikoto ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

2. Mcnambah: 
a. Honor Forkopimda dan Forkopimcam (Kode Kegiatan 05.02.07); dan 
b. Honor Tenaga Teknis Bidang Perkirn (Kodc Kegiatan 05.02.08); 
Sebagaimana tercanturn dalam Lampiran yang rnerupakan bagian tidak 
tcrpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 



4. Biaya 'Transportasi PP [Pulang-Pcrgi] 
a. Tran spot PP dibayarkan secara at-cost sesuai biaya riil, berpcdoman pada 

standar biaya disertai bukti pengcluaran yang sah. Apabila bukti Pengeluaran 
riil transpor PP dcngan kendaraan urnum melebihi standar, kelcbihan biaya 
dapat dibayarkan selama menggunakan moda transportasi sesuai standar. 

3. Biaya Pcnginapan. 
a. Satuan biaya penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk 

pengalokasian biaya penginapan dalarn RKA/DPA SKPD sesuai pcruntukannya, 
b. Biaya Penginapan dalam pclaksanaannya dibayarkan secara at-cost sesuai 

biaya riil, berpedornan pada standar biaya disertai bukti pengeluaran yang sah. 
c. Perjalanan dinas satu hari paling jauh ke Kab. Semarang, Purbalingga, dan Ex· 

Karisidenan Pekalongan tidak diberikan uang penginapan, kecuali ada alasan 
yang bisa dipcrtanggungjawabka.n. 

d. Perjalanan dinas yang seharusnya menginap teiapi t.idak menggunakan Iasilitas 
hotel / penginapan lainnya, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari 
standar harga. 

e. Pendamping dan/atau ajudan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/ 
Sekretaris Daerah dapat menginap pada hotel/penginapan yang sarna dengan 
Walikota/Wakil Walikota/Pimpinru1 DPRD/Sekretaris Daerah dengan 
melarnpirkan surat tugas mendampingi dan pelaksanaannya menggunakan 
Iasihtas karnar terendah di hotel tersebut, 

2. Uang Representasi 
a. Uang representasi hanya dibcrikan kepada Walikota dan Wakil Walikota, 

Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon 11 dan yang disctarakan yang 
melaksanakan pcrjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan 
fungsi yang melekat pada .Jabatan. 

b. Uang representasi Perjalanan Dinas dibayarkan secara lumpsurn. 

1. Uang Harian 
a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri mcrupakan 

penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah 
perjalanan dinas didalam negeri. 

b. Uang harian terdiri atas uang makan, uang transpor lokal dan uang saku. 
c. Uang Harian Perjalanan Dinas dibayarkan secara lurnpsurn. 
d. Uang harian diberikan sekali dalam sehari. 
e. Untuk Tim Pendamping kegiatan/Tamu /Narasurnber yang diundang 

Pemerintah Kota Pekalongan, diberikan uang harian dan jarnu an makan. 

A. PENJELASAN PERJALANAN DINAS : 

NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI 
BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA 
PEMELIHARAAN DAN HARGA PENGADAAN 
BARANG/JASA KEHUTUHAN PEMERINTAH KOTA 
PEKALONGAN TAHUN 2018 

WALIKOTA PERA TU RAN ATAS 

LAMPI RAN 
PERATURAN WAUKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 25 TAHUN 2018 
TENT ANG 
PERUBAHAN 
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6. Lain-lain 
a. Perjalanan Dinas Pimpinan / Anggota / Staf Lcmbaga / Organisasi Sosial / 

Kernasyarakatan / Pegawai Harian Out sourcing berlaku ketentuan sebagai 
berikut : 
l) Uang Harian dibayarkan maksirnal 75 % dari uang harian Perjalanan Dinas 

PNS bcrdasarkan strata pendidikan. 
2) Biaya transport PP sesuai standar dan bukti pengeluaran yang sah. 
3) Biaya penginapan dibayar kan sesuai bukti pengcluaran yang sah clan 

maksimal berdasarkan strata pendidikan : 
a) Pasca Sarjana 82/$3 - disctarakan PNS Go!. IV 
b) Sarjana - disetarakan PNS Go!. Ill 
c) Sl,TA/ 03 -disetarakan PNS Go!. II 
cl) / SL TP / SD - diserarakan PJ'\S Go!. I 

b. Perjalanan dinas bagi Sopir PNS dan Sopir Non PNS diberikan Uang Harian 
maksimal 75 % dari uang harian Perjalanan Dinas PNS Golongan terendah dan 
diberikan biaya penginapan sesuai standar. 

c. Untuk pelaksanaan Rapat/Kegiatan lain bagi pcserta/ Daerah yang diharuskan 
menyctor kepada Panitia Penyelenggara tidak cliperhitungkan dengan biaya 
perjalanan dinas. 

5. Biaya Taksi 
a. Satuan biaya taksi pulang pergi merupakan satuan biaya yang digunakan 

untuk pcrencanaan kebutuhan biaya tarif perjalarian ta.ksi pulang pergi di kota 
tujuan , yaitu dari bandarn/pelabuhan/lerminaJ/stasiun kedatangan menuju 
tempat tujuan di kota kedatangan clan dari ternpat tujuan di kota kedatangan 
menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan di kota tujuan. 

b. Biaya taksi dibayarkan secara at-cost sesuai biaya riil. 
c. Dalam ha! bukti pengeluaran biaya taksi tidak diperoleh , pertanggungjawaban 

biaya taksi Perjalanan Dinas ,Jabatan dapat hanya menggunakan Dafta.r 
Pengeluara.n Riil. 

b. Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas, jumlah BBM 
dipcrhitungkan berdasarkan jarak kilometer kota tujuan (sesuai tabel jarak 
kota) ditambah 10%. 

c. Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas bagi Eselon IV dan 
Staf harus acla rekornendasi dari kepala SKPO. 

d. Perjalanan dinas dengan menggunakan mobil pribadi diberikan biaya transpot 
PP scbesar 75% dari standar dengan bukti BBM, tidak diperkena.nkan 
menggunakan pengemucli. 

e. Pembelian BBM dapat dibelikan saiu hari sebclum atau sesudah baias akhir 
penugasan yang dibuktikan berupa print out SPBU. 

f. Apabila pelaksana Perjalanan dinas pulang dan pergi, scbelurn dan atau 
scsudah batas tanggal penugasan, haru s dilampiri surat ijin da.ri Pengguna 
Anggara.n. 

g. Biaya pembayara.n jalan tol dapat dibayarkan sesuai dengan bukti riil. 
h. Faailitas transportasi, didalam pulau -Jawa dengan mcnggunakan moda 

transportasi darat. Apabila rncnggunakan transportasi udara harus mendapat 
rekomendasi dari Sekretaris Daerah. 

1. Fasititas transportasi, kc luar pulau Jawa dapat menggunakan moda 
transportasi pesawat udara kelas ckonomi atau transportasi lainnya. 

J. Bagi Pejabat ycmg melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan mobil 
dinas dapat tidak menggunaka.n sopir. 
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d. Dalam ha! akornodasi dan konsumsi pcrjaJanan dinas sudah ditanggung 
penyelenggara, kepada Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan uang harian 
sebesar 75% pada saat tanggal pelaksanaan kcgiatan. 

e. Perjalanan Dinas ke Luar Ncgcri, mengacu pada ketentuan yang berlaku. 
f. Perjalanan dinas untu k konsultasi maksirnal 2 orang per SKPD, kecuali ada 

rckornendasi / pcrsctujuan dari Sckretaris Dae rah. 
g. Biaya pcrjalanan dinas bagi pejabat fungsional di sctarakan sesuai dengan 

golongan. 
h. Uang harian dan biaya penginapan bagi Forkopinda.Istri Walikota/Ketua TP 

PKK clan lstri Wakil Walikota/Wakil Ketua TP PKK disetarakan dengan PNS 
Eselon 11.b. 

1. Kunjungan kerja DPRD kc luar Provinsi dalam Pulau Jawa jangka waktu 
pelaksanaan rnaksimal 3 Hari. 

J. Kunjungan kerja DPRD ke luar pulau jawa jangka waktu pelaksanaan 
maksimal 4 Hari. 

k. Pendamping komisi dan alat kclcngkapan DPRD [Pimpinan, Sadan Legislasi, 
Badan Musyawarah, Badan Anggaran, panitia khusus, badan kehormatan) 
maksirnal 2 Orang. 
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Kodc- Kegtatan URAIAN KEGIATAN SATUAN Biava Rn. KETERANGAN 
BIAYA PENYELENGGARAAN 

05 01 05 06 KURSUS/PENATARAN/DIKLAT/ 
BINTEK 

05 01 05 06 01 Orlcntaai Lapangan ; 
05 01 05 06 01 OJ Koneumsa Ol. crane I hari 300,00() 
05 01 05 06 01 02 Akomodasi OL orru1g/ hAJ i 300.000 Pdaks d. Hotel scremoat 
05 01 05 06 01 03 Biava euerasional dt lokasi OL keaiatan l.500.000 
05 01 05 06 01 04 Biava ecnerimaan d1 loknsi OL kegiatan 3,000,000 
05 01 05 06 01 05 Uang Saku Pembimbrrtg {max 3 orangJ ora;>gjhrui 500.000 
05 01 05 06 01 Of> Unng Sl<ku l'endampu,g jmax 2 orang) ornng/hari 350.000 
05 01 05 O(, 01 07 Vang Saku Pcserta orang/hari 350,000 
05 01 05 O& 01 08 Honor- Narasumber OL. oranolhan 500.000 Ptiaba1 /?ctu°""S setemoar 
05 Ol o~ 06 01 09 Pengganti uang tran.s"?()n narasumber orangfhari 250.000 or, setcmeet 
05 01 05 06 02 Dekorast Pcimbukaan/ Pcnutupan kegiaran 450.000 

Kegiaran yang mc!ibatkan 05 01 05 06 03 Liputan TV kegratan 750,000 P•jaba, l::selon If Cubernur/ 
t,.''"'nt~ri 

05 01 05 06 04 Tanda Peacrta/Panitia 
bunh 10,000 Penvclen•1rara 

OS 01 05 06 05 Pengganti Uang Transport 
Scsual Perjalanan Oinas Narasu.mber 

05 01 05 06 OS O I Setcmpat orang/hari 100,000 
()5 01 05 06 05 02 Lingkup Pulnu -Jawa ornng/hari !>00,000 
05 01 05 06 OS 03 Diluar Pulau Jawa orang/hari 750,000 
05 01 05 06 Ob Akomoda.sl Penata.r Puaat orr-1ng/ha.ri 600,000 Disesuaikan dengan kenaikan 

tarif Hotel 
Pembuatan Buku Laporan 

05 01 05 06 07 Pcnyelenggara Dlklat Teknls kegiatan 30,000 
F\ingsiooal & Kepemlmplnan 

05 01 05 06 08 Pcrlengkapa.n Peserta : 

o:; 01 05 Ob os 01 niklat Tekni~ Fungsional (Tns, Tootkit] OrAng 150,000 
Diklat Kepesuimpinan tTa!;, Training 

OS 01 05 01'> 08 02 d<tn Scpatu Olah Raga. Tanda Peserta orang 450.000 
dan Toolkit) 

05 01 05 06 08 03 Pas Fo10 Pc:scna orang 30.000 
05 01 05 06 08 04 Bia.ya Obat-obatan/Kesehatan orane/hari 2,000 
C. HONOR PENGURUS BARANG DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA 
OS 02 01 13 Pengurus Barang dan Pembantu 

Pcnguru& Bara_ng: Penggu.na 
05 02 01 13 01 Prn-•rus Rarans:r Penezuna 

NihU Aset TtlNn > 50 1'-t orana I bulan 450 000 
Nilai Aset 'reten < 50 ~1 oranu I bulan 400 000 

05 02 01 l3 02 Pernbantu Penaurus Barana Pt.n110• na 
Nilai Aset Tet:..tn > 50 M crane I bulan 400.000 
Nllai Aset Teul.n e 50 ~1 Otano I buten 350000 

OPD ya11g mem11ik'i nilai Asel T~ap 
drat a.~ 75 /.ltlyar atau meurilil>..i Ullil 
kerja yang lokC1.stnya. berjauha.n tlnpa: 
u1emiliJci lebih. tluri 1 P~,11ba11ttt 
l'Cll{JUT1lS Haro.tly 

l'c,nhnrmi Pcngurus Barrutg h1tgu110 
ado/ah Pemboruu /'enguros lJQra,,g 
yang berada <ii OPV/ UPF/ 
P~nguro.s Ba rang Pemba11tu C1dalah 
Peng11.n,s Barmig !J<Hl.f/ berada di Kl'A. 

B BIAYA PENYELENGOARMN KURSUS/PENATAR.AN/DIKLAT/ BINTEK 
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M. SAELANY MACHFUDZ 

Kode Ke•,latan I URAIAN KEGIATAN I SATUAN I Bia= Rn. I KETERANOAN 
D. HONOR TIM PEM!NDAHTANGAIIAN/PENTLAIAN/P£11JUALAN BARANG 

05 02 05 29 Honor Tim Pem.indahtanganan/ 
Pcnilaian/ Penjualan Barang 

05 02 05 29 01 I'enanggung .Jawab org/ Paket 400,000 
o~ 02 05 29 02 KetUA. org/ Pakel 350.000 
05 02 05 2') OJ Wakil Kctua org/ Pakct 300.000 
05 <Y2 05 29 04 Sekretaris o-:g/ Paker 250,000 
05 02 05 29 o:; Anggo1a org/ Po.ket 200,000 
05 02 OS 29 06 Perugas Adminis1rAiti org/ Pekr1 150.000 
E. HONOR FORKOP!MDA DAN FORKOPIMCAM 

05 02 07 Honor Forkoplmda dan 
Forkonimcam 

05 02 07 01 Honor Forkopimda 
05 02 07 01 01 Kc-tua org/ bulan 6.000,000 
05 02 07 01 02 Anggo1a org/ bulan 5,000,000 
OS 02 07 02 Honor Sckretarlat Forkopimda org/ bujan 
OS 02 07 02 01 Kctua org/ bulan 3,000.000 
05 02 07 02 02 Wakil Kctua org/ bulan 2.000,000 
05 02 07 02 03 Sekretaris org/ bulan 1,500,000 
05 02 07 02 °" An•~ta org/ bu!an 750.000 
05 02 07 03 Honor Forkoplmcam 
05 02 07 03 01 Ketua org/ bulan 1.000,000 
OS 02 07 03 02 AngROta. org/ bulan 750,000 
OS 02 07 04 Honor Sekretariat Forkoplnicam 
05 02 07 04 01 Kena1A org/ bulan 500,000 
05 02 07 04 02 Anggotn Org/ bulan 300.000 
F. IIONOR TENAGA TEK!f!S BIDANG PERKI.M 

05 02 08 Honor Tenaga Teknts Didang Perkim 

Tenagn teknis pendukuug kegiatan o:, 02 08 OJ pcnlngk kua litas [alar; & jrrnbatan org / bin 2.2.50.000 
Jingkuugn pcmukiman 

OS 02 OS 02 ~tugas E·)<loni1oring OAK sub bid air org I bin 25U,000 bcTSih. sanill\Si & pcrumahRn. 

05 02 08 03 Tenaga Fasuitator Lapngn keg OAK org / bin 2.soo.000 sub bid sanitasi &. pcrumahan 


